
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Talmo 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

i • 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

Mengingat: l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I 
Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1821 ); 

• 

bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 
Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 
2013, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara sebagai rincian lebih 
lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan clan 
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggran 2013; 

Menimbang: 

BUPATI LAMPUNG UTARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENJABARANPERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN LAMPUNG UTARA 
TAHUN ANGGARAN 2013 

TENT ANG 

PERATURANBUPATILAMPUNGUTARA 
NOMOR /,'/ TAHUN 2014 

BUPATI LAMPUNG UTARA 
PROVINSI LAMPUNG 

, I .. 



18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

·- 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); (_ 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

(: 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentaug Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 712); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tcntang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 



Pasal 1 s-: 
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013 terdiri atas: (' 

' 1. Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah Rp 46.626.054.959,45 
b. Dana Perimbangan Rp 1.067.841.003.145,00 .. 

Lain-lain Pendapatan yang sah ... c . Rp 
Jumlah Pendapatan Rp 1.114.467.058.104,45 

2. Belanja. 
a Belanja tidak langsung. 

1) Belanja Pegawai Rp 641.44 7 .296.289,00 
2) Belanja Hibah Rp 20.921.995.000,00 
3) Belanja Bantuan Sosial Rp 5 .64 7.500.000,00 
4) Belanja Bagi Basil Rp 119.547.423,00 
5) Belanja Bantuan Keuangan Rp 6.992.493.000,00 
6) Belanja Tidak Terduga Rp 344.573.000,00 

Rp 675.473.409.712,00 ... b . Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai Rp 50.522.255.233,00 

... 2) Belanja Barang jasa Rp 143.051.876.058,00 

~ 3) Belanja Modal ~ 240.255.819.947,00 
Rp 433.829.951.238,00 

Jumlah Belanja ~ 1.109.303.360.950,00 
Surplus/Defisit Rp 5.163.697.154,45 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG 
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 
ANGGARAN 2013. 

MEMUTUSKA.~: 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor Tahun 2014 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor ). 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 
Lampung Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Oaerah Kabupaten 
Lampung Utara Tahun 2013 Nomor 07); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 01 Tahun 2013 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung 
Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara 
Tahun 2013 Nomor 01); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Utara Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Utara Nomor 22); 

20. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lcmbaran 
Negara RepubJik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

• .. 



SAMSIR 
BERlTA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014 NOMOR 1.9 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN L UT ARA, 

Diundangkan di Kotabumi 
pada tanggal so - 8 - 2014 

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA. 

BUPATI LAMPUNy UTARA, 

Ditetapkan di Kotabumi 
pada tanggal ()_o - 8 - 2014. • 

Pasal 6 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung 
Utara. 

Pasal 5 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
dirinci Iebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. ' 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

...... 

Rp 41.034.090.137,73 (Si/pa) 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan Rp 40.070.392.983,28 
b. Pengeluaran _R_pL--- 4_.2_0_0_.o_o_o._o_oo_,,'--0_0 _ 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 35.870.392.983,28 
Sisa Lebih 'Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berkenan 

... 
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